
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PI.NRANO 
NO MOR .t.tTAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN!SASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DlNAS KETAHANAN PANGAN 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organise.si, Togas dan 
P'ungsi, Serta Tata Kerja Dinaa Ketahanan Pangan 
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 55 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan 
Pangan; 

b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, sudah tklak sesuai lagi dengan 
perkembangan dtnamika penyelenggaraan 
pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan 
perundang-undangan dan kebutuhan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dmaa Ketahanan 
Pangan, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdaearkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud delam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupal.l. tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Togas Fungsi dan Uraian Togas 
serta Tata Terja Oine.s Ketahanan Pangan; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Oaerah-de.erah Tingkat JI di Sulawesi 
(Lembare.n Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambah11.11 Lembaran Negara Republik 
lndoneflia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahe.n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor6801); 

3. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembm'an � 
Negara Repub\ik Indonesia Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Pcraturan Pcmerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cfpta Kerja 
mcnjadi Undang-Undang (Lembo.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pcmerintahan {Lcmbaran Nega.ra 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah bebcra.pa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 Pcnetapan Pcraturan Pcmerintah Pcngga.nti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang jLembaran Negara 
Republik lndone$lll Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6856); 

6. Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pcrangkat Dacrah {Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan 
Pcmerintah Nomor 72 Tahun 2019 tenta.ng Pcrubahan 
Atas Pcrature.n Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Dscrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Pcraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawa1 Negeri Sipli (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan 
Pcmerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pcruba.han 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 I iahun 2017 
tentang Manajemen Pcgawai Negcri Ssptl (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 64 77); 

8. Pcraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrlllli Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kcrja pads lnstansi Pemerintah untuk 
Penycderhanaan Birokraai (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor 
Tahun 2020 tentang Pcmbentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten t Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). 
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Menetapkan 

. 3. 

MEMUTIJSKAN : 

PERATIJRAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN OROANISASJ, TUOAS DAN FUNOSJ SERTA 
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN. 

BABI 
KETENTIJAN UMUM 

Paw I 
Dalam Peraturan Bupati mi, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Oaerah Kabupaten Pinrang. 
4. Peraturan Bupatl. adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang 
6 Kepala Dina, adalah Kepala Dinaa Ketahanan Pangan Kabupaten 

Pin rang 
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pcmberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 
manajemcn ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan pcrundang·undangan. 

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang sc!anjutnya disingkat PPK adalah 
Bupati Pmrang. 

9. Aparatur Sipil Negara adalah istllah kelompok profesi bagi pegawai­ 
pegawai yang bekerja pada lnstansi Pemerintah baik di tingkat Pusat 
maupun Daerah. 

10. Pejabat yang Berwenang yang aelanjutnya diaingkat PyB adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan melaksanaka.n prceee pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN eeeuer dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

11. Kelompok Jabatan Fungs1onal adalah kelompok jabatan yang beri1i 
rungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan rungsional yang 
berdasarkan pada kea.hlian dan keterampUan tertentu. 

12. Togas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugae jabatan 
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
14. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan ataa aemua tugaajabatan 

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Paw 2 
Dinas eebegaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang berada dt bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalut 
Sekretans Daerah. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Paw 3 
(1) Susunan Organisasi Dinas tcrdiri atas: 

a. Kepala Dina.s; I 
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b. Sekretariat terdiri atas: 
I. Subbagian Program dan Keuangan; dan 
2. Subbe.gian Umum, Kepegawaian dan Hukum. 

c. Bidang Kcteraediaan dan Kerawanan Pangan; 
d. Bidang Dietribusi dan Cadangan Pangan; 
e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan 
f. Kclompok Jabatan Fungsional dan Petaksa.na. 

(2) Bagan Struktur Organiaae1 Dinaa sebe.gaimana dimakaud pada ayat (If 
tercantum dalam lampiran yang mempakan bagian yang lidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupali ini. 

BABIV 
TUGAS, FUNOSI DAN URAIAN 1UOAS 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Paaal 4 
(II Kepala Dinas mempunyai tuga.a mcmbantu Bupati mcnyelcnggarakan 

Umsan Pemcrinta.han dibidang Kctahanan Pangan yang mcnjadi 
kcwcnangan Dacrah dan tugas pcmbantuan yang diserahkan oleh 
Bupati kcpadanya. 

(2) Untuk mclaksanakan tug.as sebaga.imana dimakaud pada ayat (l), 
Kcpala Dinas mcnyelcnggarakan fungai: 
a. pcmmusan kcbijakan urusan pcmerintahan bidang Kctahanan 

Pangan; 
b. pclaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kctahanan 

Pangan; 
c. pelaksanaa.n monitoring, evaluaai dan pclaparan urusan 

pemcrintahan bidang Kctahanan Pangan; 
d. pclakaanaan Administrasi Dinas;dan 
e. penyclenggaraan fungai lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dcngan tugaa dan fungeinya. 
(3) Uraian Tugaa Kepala Oinas eebagaimana dimaksud pada ayat {I) 

meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiata.n dinas eebagai pedoman dalam 

pclaksanaa.n tugaa; 
b. mendiatribueikan dan memberi petunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, mcngawasi dan mcngevalue.si pclaksanaan tugaa dalam 

lingkungan Dinas untuk mengete.hui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

dan/ata.u mcmaraf d. menyuaun rancangan, mengorekai, 
menandato.ngani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugaanya; 
f. memmuakan serta menetapkan Rencana Strategia, Rencana Kerja 

dan Rencana Kerja Anggaran Dinas; 
g. memmuakan kebijakan teknia dibidang Ketahanan Pangan; 
h. memantau, mengawa.si dan mengevaluaai pelakaanaan tugaa daJam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

1. mengoordinir Penyclenggaraan Survey Kcpuasan Masyarakat dalarn 
lingkup Dinas; 

j. mclakukan pembinaan terhadap penyusunan 
Minimal di Bidang Kcta.hanan Pangan; 
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k. melakukan koordinaSl dan konsultasi clengan Kementerian, 
Pemerintah Provinsi clan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerja 
terkait da.Jam rangka kelancaran tug.as; 

I. menetapkan Standar Pelayanan dalarn Ungkup Dfnas; 
m. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian lntem Pemerintah 

Lingkup Dinas; 
n. mengoordinir penyusunan laporan Kinerja lnatansi Pemerintah 

Dinas; 
o. melakukan pembinaan terhadap penyuaunan Standar Operasional 

Pro!ledur dalarn lingkup Dinas; 
p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi clan pengawasan 

penyclenggaraan kebijakan teknis di Bidang Ketcrsediaan clan 
Kerawa.nan Pangan, Oistnbusi clan Cadangan Pangan, clan 
Konsumsi clan Keamanan Pangan; 

q. menyelenggarakan koordina.si clan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah clan non pemerintah dalarn rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang Pangan; 

r. menilai kinerja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

11. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas clan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumuaan kebtjakan; clan 

t. mcnyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kcdua 
Sekretariat 

....... 5 
(l) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membanru 

Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan 
pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, 
umum, kcpegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimena dimaksud pada ayat fl). 
Sekretaris menyelenggara.kan fungsi : 
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingk:up Oinas; 
b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan dalarn lingkup 

Dina.s; 
c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam 

lmgkup Dinas; 
d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup 

Dinas; dan 
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dcngan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian Togas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugaa; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Oinas untuk mcngetahui perkcmbangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mcngorekai, mem.araf 
menandatangani naakah dinas; 

e. mcngikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 

dan/atau 

t 
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r. membantu Kepa.la Dinas merumuskan Visi dan Misi serta 
menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas; 

g. mcnyelenggarakan Survey Kepuaaan Masyarakat dalam lingkup Dinas; 
h. menyusun dan Membuat Laporan Kinerja Inatan si Pemerintah 

Dinas; 
1. mengocrdtmr penyusunan dan laporan Sta.ndar Pelayanan Minimal 

Bidang Ketahanan Pangan; 
j. mendistribusLkan dan mcmberi pctunjuk pelaksanaan tugas hingga berjalan lancar; 
k. mengoordinasikan pclaksans.an kegiatan dalam lingkungan Oinas 

hingga terwujud koordinaai, sinkromsasi dan integrasi pelaksanaan 
kcgiatan; 

I. mengoordinasikan dan mclaksanakan penyusunan, program, 
perencanaan, pengendalian dan evaluasi eerta pelaporan kmerja; 

m. mengoordinasikan dan rnelaksanakan pelayanan administrasi 
umum, kepegawa.ian dan hukum; 

n. mengoordinasikan dan melakeanake,n pelayanan adminls,tnuii dan 
keuangan; 

o. menyelenggarakan dan mengoordmasikan administrasi pcngadaan, 
pemeliharaan dan penghapusan barang; 

p. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisaai dan 
tatalaksana; 

q. menyusun dan melakaanakan Standar Pelayanan dalam Ungkup 
Dinas; 

r. mengoordinir pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Refonnasi 
Birokrasi dalam Lingkup Dinas; 

a. melak1anakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Infonnasi Dan 
Dokumentasi Dinas; 

t. menyusun laporan hasll pelaksanakan tugas Sekretariat dan 
memberikan saran pertimbangan kepsda pimpinan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

u. memfasilitaai pelaksanaan Siatem Pengcndalian Intern Pemc:rint.ah 
dalam lingkup Dinas; 

v menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian tug.as dan 
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur dalam lingkup 
Dinas; 

w. menyelenggarakan monilOring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggara.an kebijakan teknis di Bidang Ketersediaan dan 
Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi 
dan Kea.ma.nan Pangan; 

11;. menginventarisasi dan mengka.ji permaaalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pctunjuk 
pemecahan maaalah; 

y. menyelenggarakan koordinasi dan konaultasi dengan lembaga 
pcmerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang Pangan; 

z. menilai kinerja Peg.awai Aparatur Sipil Negara seauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

aa. menyusun laporan haail pelaksanaan tugaa Kepala Dinas dan 
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sesuai dengan bidang tugasnya. t 
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pemeliharaan dan penghapusan barang; 
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pemecahan maaalah; 

y. menyelenggarakan koordinasi dan konaultasi dengan lembaga 
pcmerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang Pangan; 

z. menilai kinerja Peg.awai Aparatur Sipil Negara seauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

aa. menyusun laporan haail pelaksanaan tugaa Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan aebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

bb. melaksa.nakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. t 



. 7. 

l'an>grafl 
Subbagian Program dan Keuangan 

''""" . (I) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin o!ch Kepala Subbagian 
Program dan Keuangan mempunya.i tugas membantu Sekretaris dalam 
mcngumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian 
data dan penyuaunan Japoran eerte pengelolaan administrasi dan 
pelaporan keuangan. 

(2) Ura.ian Togas Kepala Subbagian Program dan Kcuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (II meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Kcuangan 

sebap.i pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendiatribuaikan dan memberi petunjuk pcJaksanaan tugas; 
c. memanteu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

dan/atau 

tugas dan 

t 

memaraf 

,. 
j. 

,. 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naakah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membantu Sekrctaris merumuskan Penetapan Rencana Strategia 

dan Rencana Kerja Dinas; 
g. mcnyusun dan membuat Dokumen Laporan Kinerja !natansi 

Pemerintah Dinas; 
h. menyusun Leporan Standar Pelayanan Minimal Bi<lang Ketahanan 

Pangan; 
mengoordinasikan, menyiapkan bahan data dan infonnasi program 
serta melakukan pcnyusunan perencanaan program dan kcgiatan; 
mcnyiapkan bahan dan melakukan pcmantauan dan evaluasi 
kinerja; 

k. mcngumpulkan bahan dan menyusun laponm kincrja Dinas; 
I. mcngumpulkan bahan dan mcnyusun Rencana Kinerja Tahunan 

dalam Lingkup Dinas; 
m. mcmbantu Sekn:tatis mcnyiapkan bahan, menyusun dan 

mcrumuakan Rencana Kcrja Anggara.n dan Dokumcn Pelaksanaan 
Anggara.n lingkup Dinas; 

n. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana 
kcbutuhan barang unit, rencana kcbutuhan gaji pcgawai, dan 
rencana proyckai pcndapatan scbagai bahan pcnyusunan anggaran 
Dinas; 

o. mclakukan vcrifikasi kclcngk.apan administrasi penatausahaan 
keuangan Dinas; 

p. mcngoordina,ikan pclaksanaan akuntansi pcngcluaran dan 
pencrimaan kcuangan lingkup Dinas; 

q. menyiapkan bahan dan mcnyusun laporan kcuangan lingkup Dinu; 
mcnyusun reeueast perhitungan anggaran lingkup Dinas; 

s. mcngevaluasi pclaksanaan tugas bcndahani.wan lingkup Dinas; 
t. mcngumpulkan bahan, mengoordinaaikan dan menindaklanjuti 

laporan hasil pcmeriksaan kcuangan lingkup Dinas; 
u. menyusun laporan hasit pclaksanaan tugas Subbagian Program dan 

Keuangan dan memberikan saran pcrtimbangan kepada pimpinan 
scbagai bahan perumusan kcbijakan, 

v. mcnyusun Standar Opcrasional Prosedur scsuai Rincian 
melakukan evaluasi Standar Operasional Proscdur; 
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w. melaksanakan monitonng. evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Subbagian Program dan 
Keuangan; 

x. menginventarisasi dan mengkaj1 pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

y. melaksanakan koordinasi dan konaultasi dcngan lemba.ga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang Pangan; 

z. menitai kinerja Pegaww Aparatur Sipil Negara sesuai kctentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

aa. menyusun Japoran hasil pelaksanaan tugaa Kepala Dinaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada AtaN.n sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. _, 

Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum 

.. ..., 7 
(I) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kcpegawaian, dan Hukum mempunya.i tugaa 
membantu Sek.rctaris mengumpulkan ba.han dan melakukan uruaan 
ketatausahaan, adnunistrasi pengadaan, pemeliharaan dan 
penghapusan barang, urusan rumah tangga sena mengelola 
aclminiatrasi kepegawaian dan hukum dala.m lingkup Dinaa. 

(2) Uraian Tugaa KepaJa Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
eebegaimana dimabud pada ayat (1) meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan 

Hukum sebagai pedoman clalam pelaksanaan tugas; 
b. mendiattibusikan dan memberi petunjuk pelakaa.naan tugaa; 
c. mema.ntau, mengawasi dan mengevaluasi pelalusanaan tugaa 

lingkup Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelakse.naan 
tuga.a; 

d. menyuaun nmcangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugasnya; 
f. melaksanakan dan mengevaluasi pe!akaanaan Survey Kepuaaan 

Masyarakat dalam lingkup Dinaa; 
g. membantu aekretaris menyuaun dan membuat laporan Analisis 

Jabatan, Anahais Behan Kerja dan Evaluasi Jabatan Dinaa; 
h. mendisttibuaikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugaa 

sehingga berjalan lancar; 
1. menyuaun nmcangan, mengcreksr dan memaraf naskah dinas; 
J· melakukan pengk)asifikasian surat menurutJenisnya.; 
k. melakukan adminiatraai dan pendistribusian na..skah dinaa maauk 

dan keluar; 
I. melalrukan pengelolaan arsip naakah dinas; 
m. menyia.pkan bahan dan menyuaun administrasi pengadaan, 

pendiatribuaian, pemehharaan, inventa.risaai dan penghapuaan 
barang; 

n. menyiapkan bahan dan menyuaun daftar inventa.risasi barang 
serta menyusun laporan barang inventaris; t 
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o. mclakukan, menyiapkan, dan mengoordinll3ikan pengelolaan 
urusan rumah tangga Dinas; 

p. mcnyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan dan 
mclakukan evaluasi dalam lingkup Dinas; 

q. mcngoordinasikan dan mclakukan peogumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan informasi scrta fasilitasi pelayanan informasi 
dan pengaduan dalam lingkup Dinas; 

r. mcnyiapkan ba.han, mengoordinasikan 
pelakaanaan Sistcm Pengendalian Intern 
lingkup Dinas; 

e. mcmpersiapkan dan mcngoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas, 
upacara bendcra, kchumasan, dan kcprotokolan; 

t. mcnyiapkan ba.han, menghimpun dan mcngclola data kehadiran 
pegawai; 

u. mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi administrasi aurat tugaa dan 
perjalanan dinas pegawai; 

v. menyiapkan ba.han, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 
organisa.si dan tatalaksana; 

w. metakeanakan Pengumpu.lan ba.han Penila.ian 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam lingkup Dinas; 

x. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kcpegawaian 
dalam lingkup Dinas; 

y. menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan eva\ussi 
Standar Operasional Pro9edur dalam lingkup Dinas: 

z. melaksanakan monitoring. evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kcbijakan teknis di Subhagian Umum, 
Kepegawaian, dan Hukum; 

aa.menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

bb. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lcmbaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyclengga.raan 
urusan pemerintahan bidang Pangan; 

cc. menilai kincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara ecsuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

dd. mcnyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

ee. melaksanakan tugaa kcdinuan lain yang diperintahkan atasan 
IICSUai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Ketcrsediaan dan Kerawanan Pangan 

Pasal 8 
(I) Bidang Keterscdiaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala 

Bidang Ketcrscdiaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas 
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kcbiJakan, pemberian pendampingan acrta pcmantauan 
dan cvaluasi di bidang kctcrsediaan dan kerawanan pangan. 

j2) Untuk mclaksanakan tugas sebe.gaimana dima.ksud pada ayat (l), 
Kcpala Bidang Kctersediaan dan Kerawanan Pangan menyclenggarakan 
fung111 : 
a. penyusunan kebijakan teknis dan pcnye.lenggaraan program kerja 

di Bidang KetcnJCdiaan dan Kcrawanan Pangan; t 
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q. mcngoordinasikan dan mclakukan peogumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan informasi scrta fasilitasi pelayanan informasi 
dan pengaduan dalam lingkup Dinas; 

r. mcnyiapkan ba.han, mengoordinasikan 
pelakaanaan Sistcm Pengendalian Intern 
lingkup Dinas; 

e. mcmpersiapkan dan mcngoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas, 
upacara bendcra, kchumasan, dan kcprotokolan; 

t. mcnyiapkan ba.han, menghimpun dan mcngclola data kehadiran 
pegawai; 

u. mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi administrasi aurat tugaa dan 
perjalanan dinas pegawai; 

v. menyiapkan ba.han, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 
organisa.si dan tatalaksana; 

w. metakeanakan Pengumpu.lan ba.han Penila.ian 
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b. pcmbinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawa.san 
program dan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 

c. pclaksana.an monitoring evaluaal serta pclaporan kegiatan tugas di 
Bidang Keter&ediaan dan Kcrawanan Pangan ; dan 

d. pcnyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan seeuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian Togas Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 
sebagairnana dimaksud pad a ayat ( I) meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan sebagai pedoman dalam pclaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memanr.au, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas 

lingkup Dinas untuk mengetahui perkembangan pclaksanaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

mcnandatangani naskah dinas; 
e. mcngikutl ra.pat-rapat eeeuel bidang tugasnya; 
f. mcnyclcnggarakan infrasm.Jktur kctcrsediaan dan kcrawanan 

pangan di Desa dan kclurahan; 
g. mcnyclcnggarakan penyediaan, pengawattan dan bimbingan 

kctcnediaan dan kerawanan pnngan; 
h. mclakukan pcmantauan dan evaluasi di bidang kctersediaan dan 

kcrawanan panga.n; 
1. mcnyclcngga.rakan Slandat Operasional Prosedur seauai Rincian 

tugas dan mclakukan cvaluasi Standar Operas.ional Prosedur; 
J mcnyclenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyclcnggaraan kcbijakan teknis di Btdang Kctersediaan dan 
Kcrawanan Pangan; 

k. menyueun laporan haail monitoring, evaluaal dan pengawasan 
penyclcnggaraan kebijakan tcknis di Bidang Kctcrsediaa.n dan 
Kcrawanan Pangan; 

I. mengmventariSIUJi. dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
dcngan bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

m. mcnyclcnggarakan koordinasi dan konsultas.i dengan lcmbaga 
pemcrintah dan non pemcrintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang Pangan; 

n. menilai kincrja Pcgawai Aparatur Sipil Negara sesuai kctentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. mcnyusun laporan has.ii pelaksanaan tugaa Kcpala Dinas dan 
mcmbenkan saran pcrtimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

p. mclaksa.nakan tugas kcdinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugaanya. 

Bagian Kcempat 
Bidang Diatribusi dan Cadangan Pangan 

11 I 
Paoal 9 

Bidang Distribus1 dan Cadangan Pangan dipimpm oleh Kepala Bidang 
Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala 
Dinas melaksanakan penyusunan dan pclaksanaan kebijakan, 
pcmberian pcndampingan serta pcmantauan dan evaluasi di Bidang 
Distribusi dan Cadangan Pangan. 

' 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan rungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kerja di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan di Bidang Distribuai dan Cadangan Pangan; 
c. pelakaanaan monitoring evaluasi !:iCrta pelaporan kegiatan tugaa di 

Bidang Distribusl dan Cadangan Pangan; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan o!eh pi.mpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian Tugas Kepala Btdang Distnbusi clan Cadangan Pangan 

aebaga.imana dimaksud pada ayat (I) meliputi; 
a. menyuaun rencana kegiatan Bidang Diatribusi dan Cadangan 

Pangan aebagai pedoman dalain pelakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelakaanaan tugas 

dilingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pclaksanaan tugaa; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuer bidang tugasnya; 
f. menyelenggarakan dan mengoordinaslkan kegiatan penyediaan 

infrastruktur Distribusi, Harp dan Cadangan Pangan; 
g. menyelenggarakan pelakaanaan keg:iatan penyediaan, monitoring 

dan pengawasan serta bimbingan pada kegiatan Distnbusi Harga dan Cadangan Pangan; 
h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pclakaanaan kegiatan 

pemantauan dan evaluasi di bidang Distribusi, Harga dan 
Cadangan Pangan; 

i menyelenggarakan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan 
uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional 
Proaedur; 

J. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Distribusl dan 
Cadangan Pangan; 

k. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi clan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bkiang Distribusi dan 
Cadangan Pangan; 

I. menyeJenggarakan koordinasi dan konsultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan biclang Pangan; 

m. menginventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

n. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipi.l Negara eeeual ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o menyusun laporan haail pe\aksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepeda Atasan Rbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

p. melaksanakan tugas keclinasan lain yang diperintahkan atasan 
11C11uai dengan bidang tugasnya. 
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Bidang Distribusl dan Cadangan Pangan; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan o!eh pi.mpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelakaanaan tugas 

dilingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pclaksanaan tugaa; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
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dan pengawasan serta bimbingan pada kegiatan Distnbusi Harga dan Cadangan Pangan; 
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pemantauan dan evaluasi di bidang Distribusi, Harga dan 
Cadangan Pangan; 
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Proaedur; 
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penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Distribusl dan 
Cadangan Pangan; 

k. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi clan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bkiang Distribusi dan 
Cadangan Pangan; 

I. menyeJenggarakan koordinasi dan konsultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan biclang Pangan; 

m. menginventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

n. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipi.l Negara eeeual ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 
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Bagian Kelima 
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Pasal 10 
(I) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang 

Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala 
Omas dalam melaksanakan penyusunan dan pelakaanaan kebijakan, 
pcmberian bimbingan Konsumai dan Keamanan Pangan. 

(2) Untuk melakaanakan tugaa sebegaimana dimakimd pada ayat (1), 
Kepala Bidang Konsuma! dan Kcamanan Pangan menyelenggarakan 
fungsi : 
a. pcnyusun kebijakan, koordmasi, dan pendampingan di Bidang 

Konaumsi dan Keamanan Pangan; 
b. pembinaan dan pema.ntapan program di Bidang Konsumsi dan 

Keamanan Pangan; 
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan d1 

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan ; dan 
d. pcnyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dcngan tugaa dan fungsinya. 
(3) Uraian Togas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang KonsumSI dan Keamanan 

Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tuga.s; 
b. mendistribuS1kan dan memberi pctunjuk pelakaanaan tugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclakaanaan tugas dalam 

llngkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugaa; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatanganl naake.h dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugasnya; 
f. menyclenggarakan penycdiaan infrastruktur konsumsi pangan, 

pcnganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; 
g. menyelenggarakan pcnycdiaan, pcngawasan dan blmbingan 

konaumai pangan, pcnganckaragaman konaumai pangan, dan 
keamanan pangan; 

h. melakukan pcmantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, 
penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; 

i. menyebarluaskan potensi konsumsi pangan, penganekan.gaman 
konaumai pangan, dan keamanan pangan; 

J. menyuaun Standar Opcrasional Prosedur aesuai Rincian tug.a.a dan 
mclakukan evaluasi Standar Opcrasional Prosedur; 

k. mcnyelcnggarakan monitoring, evaluasi dan pcngawasan serta 
pclaporan pcnyclenggaraan kebijakan tekn11 di Bidang Konsumsi 
dan Kcamanan Pangan; 

I. menyuaun Japora.n hasil monitoring, evaluaai dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan tekme di Bidang Konsumai dan 
Kcarnanan Pangan; 

m. menginventansaai dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugaanya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pcmecahan masalah; 

n. menyelenggarakan koordina.si dan konaultasi denga.n lcmb&ga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyclenggaraan 
urusan pemerintahan bidang Pangan; 

o. menilai kinerja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; l 
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pclaporan pcnyclenggaraan kebijakan tekn11 di Bidang Konsumsi 
dan Kcamanan Pangan; 

I. menyuaun Japora.n hasil monitoring, evaluaai dan pengawasan 
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pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyclenggaraan 
urusan pemerintahan bidang Pangan; 

o. menilai kinerja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; l 
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p. menyusun Iaporan hasil pelaksanaan tug.as Kepa.Ia Dinas dan 
memberika.n saran pertimbangan kepa.da Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan Iain yang diperintahkan atasan 
&esuai dengan bidang tugas.nya. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PEL.AKSANA 

Pasal 11 
(II Dinas Ketahanan Pangan dapat membentuk sejumlah keJompok jabs.tan 

Iungsional dan pelakaana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan 
ketentuan peratumn perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pelaksana ma.sing-malling berdasarkan ketentuan 
pemturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
sistem kerja. 

BAB VJ 
TATA KERJA 

Bagian Kesa.tu 
Pelakaanaan Togas dan Fungsi 

Pasal 12 
[l] Kepl'lla Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupa.t:i aesuai dengan ketentuan 
pemturan perundang-undangan; 

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepa.Ia Bidang, Kepa.Ia Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pe\a.ksana dalam lingkup Dinas melaksanakan tugas 
dan fungsi sesuai dengan ketentuan pemturan perundang-undangan, 
serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, 
sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transpara.nsi, sena efektifitas 
dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan Peratumn Perundang­ 
Undangan; 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepa.Ia Subbagian, dalam 
lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjaaama dengan 
instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan 
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaiuasi, &erta Pe\aporan dan Pengawasan 

Pasal 13 
(I) Kepala Dinu, Sekretaris, Kepala Bidang clan Kepala Subbagian dalam 

lingkungan Dinas dalam melakaanaka.n tugaanya, melakukan 
pengendalian dan evaluas1 serta melaksanakan rapat koordinasi secara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 

(21 Kepala Dinu, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelaksana dalam linglrungan Dinas wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimptnan, serta menyampaikan Iaporan secara 
ber�a dan/atau sesuai kebutuhan secam tepat waktu kepada atasan I maemg-maemg; 
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{3) Kepala Dinas, Selaetaria, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalaln 
lingkungan Dinas melakaanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VU 
KETENTI.JAN PERAUHAN 

Pasal 14 
Ketentuan yang mengatur aub koordinator dalam Peraturan Bupa.ti Pinrang 
Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Togas dan 
Funpi eerte Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Serita Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2021 Nomor 55), tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya 
peraturan bupati tentang sistcm kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENTUA.N PENUTI.JP 

Pasal 15 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Orgaruaaai, Tugaa dan l"Ungai 
aerta Tata Kerja Dinaa Ketahanan Pangan (Serita Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2021 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pas.al 16 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal, cc N« ZDt.\ 
BUPATI PINRANG 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal,°' 1u� '2.Ql.1> 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

BU A A 

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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Ketentuan yang mengatur aub koordinator dalam Peraturan Bupa.ti Pinrang 
Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Togas dan 
Funpi eerte Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Serita Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2021 Nomor 55), tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya 
peraturan bupati tentang sistcm kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENTUA.N PENUTI.JP 

Pasal 15 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Orgaruaaai, Tugaa dan l"Ungai 
aerta Tata Kerja Dinaa Ketahanan Pangan (Serita Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2021 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pas.al 16 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal, cc N« ZDt.\ 
BUPATI PINRANG 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal,°' 1u� '2.Ql.1> 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

BU A A 

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 

• 14 • 
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